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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat, yang prosedur pertanggungjawabannya dilaksanakan kepada Bupati melalu Camat. Dan kepada BPD, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban

serta desa menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Kepala Desa mempunya tugas, kewajiban, wewenang, dan berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti dan mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggara pemerintah desa lainnya.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang terdiri atas pemilih dalam pemilihan di Kecamatan Cisalak, hak pilih dalam pemilihan di Kecamatan Cisalak, adanya tempat pemungutan suara, kampanye pemilihan kepala desa dimana kampanye ini adalah kegiatan Calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program, selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa ini ditunjang dengan adanya Tim Pelaksana Kampanye yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, kemudian ada pengawas pemilihan Kepala Desa, penjaringan yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa

setempat, setelah adanya penjaringan, selanjutnya adanya penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Dari penjelasan di atas, maka muncullah pertanyaan, apakah pemilihan Kepala Desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Pemilihan diawali dengan adanya persiapan yang matang, dimana BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dalam hal ini, apakah BPD mampu mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa?

Pemilihan Kepala Desa Bojongloa yang pemungutan dan penghitungan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2006, maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Pejabat Kepala Desa yang lama dan pengesahan calon Kepala Desa yang terpilih untuk periode tahun 2006-2012. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakannya yaitu pemungutan suara, dimana pada pukul 13.16 ketua panitia pemilihan mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Hal ini berbeda dengan pemilihan Kepala Desa Darmaga, dimana pemunguman pemungutan suaranya pada pukul 14.00.

Data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara dan klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah, dan perolehan suara sahnya pun keduanya sangat berbeda. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Bojongloa tidak berbeda jauh dengan pemilihan Kepala Desa Darmaga.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan Kepala Desa salah satunya seragam panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kaos RT RW sangat mendominasi  RAB yang lainnya. Hal ini berbeda dengan Rencana Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa Darmaga, dimana pendominasiannya berada di akomodasi hari “H” terutama untuk konsumsi. Selain itu, ada perbedaan lain yang mencolok dari semua perbedaan yang dijelaskan di atas, diantaranya jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Bojongloa terdiri dari tiga orang dan calon Kepala Desa Darmaga terdiri dari dua orang. Calon-calon ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul judul sebagai berikut: Perbandingan Proses Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Tahun 2006 (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Bojongloa dan Pemilihan Kepala Desa Darmaga).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemilihan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006?

2. Bagaimana proses pemilihan kepala desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006?

3. Bagaimana perbandingan proses pemilihan Kepala Desa Bojongloa dan pemilihan Kepala Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pemilihan Kepala Desa Bojongloa dan pemilihan Kepala Desa Darmaga pada Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses pemilihan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006.

2. Untuk mengetahui proses pemilihan kepala desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006.

3. Untuk mengetahui perbandingan proses pemilihan Kepala Desa Bojongloa dan pemilihan Kepala Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang tahun 2006.

1.4 Kegunaan KKL

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Kepentingan penulis

Dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang Perbandingan Proses Pemilihan Kepala Desa pada Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Tahun 2006 pada Pemilihan Kepala Desa Bojongloa dan Pemilihan Kepala Desa Darmaga.

2.
Untuk Kepentingan Teoritis

Mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai pemilihan Kepala Desa  pada Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

3.
Untuk Kepentingan Praktis

Memberikan masukan mengenai pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Cisalak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Desa merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, dimana desa ini memiliki unsur-unsur desa diantaranya daerah, penduduk, tata kehidupan. Dari ketiga unsur ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan. Adapun pengertian tentang desa menurut Bintaro dalam bukunya yang berjudul Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya sebagai berikut:

Desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia  dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultiral yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Bintaro, 1983:11-12).

Hal di atas, sejalan dengan pengertian A.W Widjaja dalam bukunya Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menyebutkan bahwa desa adalah:

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 1996:9).

Bedasarkan pengertian di atas, desa memiliki pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah, pasal 203, kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman dengan Peraturan pemerintah. Selain itu juga Kepala Desa mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan melalui tahap

pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah:

1. Persiapan pemilihan

BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan

BPD membentuk paanitia pemilihan, dalam rapat lengkap BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

3. Susuna Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan

Setelah dilaksanakan pelantikan anggota panitia pemilihan, anggota Panitia Pemilihan menyusun kelengkapan panitia pemilihan.

4. Pendaftaran Pemilih

Panitia pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran calon pemilih selambat-lambatnya 7 hari sebelum pendaftaran calon pemilih dilaksanakan.

5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Hasil Pendaftaran calon pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara dan disusun secara alphabetis per wilayah RT.

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Panitia menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berakhirnya kurun pengumuman daftar pemilih sementara.

7. Penyusunan Daftar pemilih Tambahan

Penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan belum terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap, panitia dapat menerima pendaftaran susulan yang kemudian dituangkan dalam daftar pemilih tambahan sementara.

8. Penjaringan Bakal Calon

Panitia pemilihan mengumumkan masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa.

9. Persyaratan Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

10. Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal calon beserta lampirannya.

11. Penetapan Calon Kepala Desa

Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa, dalam rapat lengkap panitia pemilihan, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia pemilihan.

12. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.

13. Bentuk Kampanye

Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum.

14. Larangan Kampanye 

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa atau Tim kampanye calon Kepala Desa dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lain-lain.

15. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Subang.

16. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati,

17. Pengawasan pemilihan

Pengawasan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

18. Biaya pemilihan Kepala Desa

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten), dan Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

1.6 Metode Penelitian dalam Pelaporan KKL

1.6.1 Metode Penelitian dalam Pelaporan KKL

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian Komparatif. Metode Komparatif diartikan sebagai:

Metode komparatif bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pengumpulan data tertentu (Santoso, 2005:30).

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskrptif tidak sekedar menggambarkan saja, tetapi juga mencari hubungan sebab-akibat, namun tidak sampai pada pengujian hipotesis. Jadi, dalam hal ini penulis tidak akan menyederhanakan individu atau organisasi kepada variabel yang telah ditata atau

sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, tetapi akan dilihat sebagai bagian dari suatu keutuhan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

a. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar, yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pemilihan kepala desa serta dokumenter, yaitu form pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

b. Suti Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang perbandingan proses Pelihan Kepala Desa Bojongloa dan Pemilihan Kepala Desa Darmaga, studi lapangan ini terdiri dari:

1. Observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

2. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai proses Pemilihan Kepala Desa.

1.6.3 Sumber Informasi

Sumber informasi yang peneliti gunakan berasal dari wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini yaitu pegawai Kecamatan Cisalak dan masyarakat setempat.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif: sumber tentang metode-metode baru (1992 : 15-20).

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesuadah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang  berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari masyarakat yang menjadi nara sumber.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-

pokok permasalahan yang diantara lain terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasakan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general).

Pengertian analisis data itu sendiri menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial adalah satu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh peneliti adalah data kualitatif.

1.7 Jadwal dan Lokasi KKL

Lokasi KKL adalah Kantor Kecamatan Cisalak. Yang beralamat di Jalan Raya Cisalak No. 02 Cisalak 41283 Subang. Telp./Fax. (0260) 480 707.

Adapun penjadwalan untuk Laporan KKL ini melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Usulan Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2006.

2. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2006.

3. Pengumpulan data yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2006.

4. Penulisan Laporan KKL yang dilaksanakan pada bulan sampai bulan Nopember tahun 2006.

5. Pengumpulan Laporan KKL yang dilaksanan pada bulan Desember tahun 2006.

Tabel 1.1
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